KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik untuk
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan
oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan pada
Lingkungan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten
Kayong Utara;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rapat
Pleno Penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Nomor 34/ORT.08-BA/6111/2/2025 tanggal 11
November 2025 tentang Hasil Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara



Mengingat

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara tentang Standar Pelayanan
Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi
Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 765);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

| Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 531);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi
‘ Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4-

9. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi
Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAYONG UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN

PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAYONG UTARA TAHUN 2025.

Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang

merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan

fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan
sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan lampiran Il yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam

penilaian ukuran Kualitas dan kinerja pelayanan bagi

penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan
dalam penyelenggaraan  pelayanan  pendidikan
kepemiluan.

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang

meliputi:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan
Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten; dan

2. Layanan Data Pemilih.

Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara ‘




Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran [ sampai

dengan lampiran [I yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

a.

Surat Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara
kepada Partai Politik yang memperoleh kursi

di Kabupaten Kayong Utara;

Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan dalam
Wilayah Kabupaten (Model D.HASIL KABKO-
DPRD KABKO) dan salinan Keputusan KPU
Kabupaten Kayong Utara Tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta

surat pengantar;

Salinan terautentifikasi Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Nomor 222 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan
Salinan terautentifikasi Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten Kayong Utara Nomor 222 Tahun
2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024

2. | Sistem, mekanisme, dan

prosedur

a. | Partai Politik mengajukan surat permohonan
autentifikasi salinan Keputusan Tentang
penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik
dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat
Provinsi dari Partai Politik yang ditujukan ke
alamat kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara Jl. Bhayangkara,
Sutera, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara,
Kalimantan Barat 78852 dengan
mencantumkan contact person yang dapat

dihubungi;

b.| Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara
menyampaikan jawaban atas permohonan
penetapan suara sah dan Penetapan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Daerah
dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari

kerja setelah diterimanya surat permohonan,;

c. | Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan
Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik
dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Daerah
dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai
Standar Operasional Prosedur yang telah

ditetapkan sebagaimana terlampir.

3. | Jangka waktu pelayanan

1 (satu) hari kerja

" | Biaya/tarif

Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam

permohonan autentifikasi penetapan suara sah

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara




’ ;

3.

dan perolehan kursi partai politik tingkat

provinsi.

S. Autentifikasi perolehan suara sah partai politik
Produk pelayanan

dalam bentuk hardcopy.

6. | Penanganan pengaduan, | Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi
saran dan masukan/ | terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat
apresiasi disampaikan melalui:

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam
Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kayong Utara, Jalan Bhayangkara, Sutera,
Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan
Barat 78852.

Pengaduan Masyarakat melalui PPID KPU
Kabupaten Kayong Utara

Petugas : I'ib Sutera Aru Persada
Telepon : 0821 9586 0511
Email : ppid.kpu.kku@gmail.com
| WhatsApp : 08219586 0511
1 Instagram : Kpukayongutara
Twitter . Kpukayongutara
Facebook : KPU Kayong Utara

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1. | Dasar hukum a. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5189);
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b. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintah Daerah (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ‘
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

c. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182,
Lembaran Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang  (Lembaran Negara  Republik
‘ Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
| 6863);

| d. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
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Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 826);

g. | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736
Tahun 2015 perihal Pemberian Surat

Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara;

2. | Sarana dan prasarana, | Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer,
dan/atau fasilitas Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.

3. | Kompetensi pelaksana Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor
| 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat

Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.

4. | Pengawasan internal Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara
memeriksa dan memastikan permintaan dari

pemohon terpenuhi.

Jumlah pelaksana 6 (enam) orang

Jaminan pelayanan SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan

Suara dan Kursi Partai Politik.

7. |Jaminan keamanan dan |Jaminan terhadap perlindungan informasi yang
keselamatan pelayanan sesuai dengan SOP Autentifikasi Salinan
Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai
Politik.

8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi
Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi

Partai Politik apabila diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN KAYONG UTARA,
SEKRETARIA OMISI PEMILIHAN UMUM Ttd

NUR MUS JAEFAH




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. Persyaratan a. | Form permohonan layanan
https://kayongutarakabppid.kpu.go.id /formu
lir-permohonan

b. | Kartu Identitas Pemohon;
2. Sistem, mekanisme, dan |a. | Pemohon layanan memohonkan layanan
prosedur kepada PPID;
b. | Permohonan diterima oleh petugas PPID;
c. | Diterima oleh Staf Sub Bagian Data dan
Informasi untuk diberikan layanan
berdasarkan permohonan.
Jangka waktu pelayanan | 1 (satu) hari kerja
4. Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif
Produk pelayanan Data pemilih yang muncul di portal
www.cekdptonline.kpu.go.id
6. Penanganan pengaduan, |1. Pengaduan, saran dan masukan dapat

saran, dan

masukan/apresiasi

disampaikan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada:

KPU Kabupaten Kayong Utara;

Jl. Bhayangkara, Sukadana.

. Pengaduan, saran dan masukan dapat

disampaikan secara langsung dengan mengisi
formulir pengaduan yang tersedia pada desk
pelayanan informasi KPU Kabupaten Kayong
Utara;

Pengaduan, saran dan masukan dapat

disampaikan juga melalui:

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara



http://www.cekdptonline.kpu.go.id/

Whatssapp: 0821 9586 0511;
e-mail: ppid.kpu.kku@gmail.com;
SP4N Lapor! (www.lapor.go.id);

Kotak Pengaduan;

o & 0 T P

Media sosial Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara:
1) Facebook: KPU Kayong Utara
2) Instagram: kpukayongutara
3) X (twitter): kpukayongutara
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

) Dasar hukum 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan |

2. | Sarana dan prasarana, Media untuk ' mengakses laman
dan/atau fasilitas www.cekdptonline.kpu.go.id
1 Kompetensi pelaksana Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan

aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.

4. | Pengawasan internal a. | Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten
Kayong Utara;

b. | Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara;

c. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan

Informasi KPU Kabupaten Kayong Utara;

5. |Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang staf pelaksana
| 6. |Jaminan pelayanan Terdaftar dalam data pemilih pada

kapupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh

pemohon layanan.

i &b Jaminan keamanan dan | Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen
keselamatan pelayanan yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap
terjaga sebagai sebuah data yang rahasia, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
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Tentang Perlindungan Data Pribadi

8. Evaluasi kinerja
pelaksana

Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih
dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan

yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai

jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara




